
WALIKOTA PEKALONGAN 
PRO VINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR A TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 
33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
BANTUAN STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI 

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan 
hak dasar masyarakat salah satunya adalah 
rumah yang layak huni, maka perlu pemberian 
bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak 
layak huni; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian 
hukum pelaksanaan. Kegiatan Bantuan 
Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dipandang 
perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam 
menj alankan dan men sukse skan kegiatan 
dimaksud; 

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak 
Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
di Kota Pekalongan dipandang sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 
kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b clan,  huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan 
Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar 
Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah di Kota Pekalongan; 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota 
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Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, 
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota 
Ketjil di Djawa ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 
Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan 
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2013 Nomor 8); 

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Penanggulangan 
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14); 

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4); 
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c. Berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP yang masih 
berlaku dan Kartu Keluarga; 

d. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan 
dan penguasaan yang jelas dan sah dengan ketentuan tidak 
dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah; 

e. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi 
tidak layak huni; 

f. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir 

g. Penghasilan per bulan sama dengan atau di bawah rata-rata 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); dan 

h. Bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal S T.ebtookr, 	 2022 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

ACHMAD AFZ RSLAN DJUNAID 
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